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KATA PENGANTAR 
 

 

Hukum Perdata merupakan cabang hukum yang erat kaitannya 

dengan hubungan antar individu, baik itu antar perseorangan maupun 

badan hukum. Dalam lingkup Hukum Perdata, terdapat pembahasan 

tentang hubungan kekeluargaan, hubungan kebendaan, dan berbagai 

hubungan lain yang bersifat keperdataan. Pelaksanaan hubungan-

hubungan tersebut seringkali menimbulkan gesekan yang dapat 

berujung pada permasalahan hukum. Oleh karena itu, penting bagi 

kita untuk memahami Hukum Perdata sebagai bekal dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Buku ini menyajikan uraian tentang Hukum Perdata dengan 

penjelasan yang sistematis, terutama dalam konteks Hukum Perdata 

yang berlaku di Indonesia. Pendekatan kontemporer terhadap sistem 

Hukum Perdata Indonesia menjadi fokus utama. Sejarah hukum selalu 

memperkenalkan kita pada dua pilar utama, yaitu Hukum Perdata dan 

Hukum Pidana. Keduanya menjadi pondasi dalam sistem hukum 

global. Keberadaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana 

semakin memperkuat struktur hukum di seluruh dunia. 

Buku ini merangkum berbagai aspek yang terdapat dalam Hukum 

Perdata dalam 17 Bab, yaitu Bab 1 Pengantar dan Sejarah Hukum 

Perdata; Bab 2 Pengertian, Sumber Hukum, dan Pembagian Hukum 

Perdata; Bab 3 Hukum tentang Orang; Bab 4 Perwalian dan 

Pengampuan; Bab 5 Hukum Keluarga dan Perkawinan; Bab 6 Hukum 

Waris; Bab 7 Hukum Testamen dan Hibah; Bab 8 Hukum Benda; Bab 

9 Hukum Perikatan; Bab 10 Prestasi dan Wanprestasi; Bab 11 

Perbuatan Melawan Hukum; Bab 12 Overmacht atau Force Majeur; 

Bab 13 Hukum Dagang; Bab 14 Perjanjian Hutang Piutang, Bab 15 

Lelang; Bab 16 Lembaga Pembiayaan; dan Bab 17 Pembuktian dan 

Daluarsa. Dengan kehadiran buku ini, diharapkan dapat 

meningkatkan khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Perdata dan 

disiplin ilmu terkait. Oleh karena itu, buku ini dianggap sebagai 

panduan yang relevan bagi fakultas hukum di seluruh Indonesia. 
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PENGANTAR DAN SEJARAH 
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Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H. 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

 

 

 

Sejarah Hukum Perdata di Indonesia 
Diantara berbagai sistem hukum yang ada di dunia, terdapat dua 

sistem hukum yang cukup terkenal, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon 

atau yang juga dikenal sebagai sistem Common Law, dan Eropa 

Kontinental atau yang juga dikenal sebagai Sistem Hukum Romawi 

atau Civil Law System. Sistem hukum Anglo-Saxon cenderung 

mengutamakan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di 

tengah masyarakat, dan hukum ini menjadi acuan bagi hakim dalam 

menyelesaikan kasus yang diajukan kepadanya. Di sisi lain, sistem 

hukum Eropa Kontinental dirancang dalam bentuk tertulis dan 

terkodifikasi (S.P., 2002).  

Pengaruh dari dua sistem hukum ini dapat dilihat pada proses 

pembuktian dalam peradilan negara-negara yang menganut masing-

masing sistem tersebut. Negara yang menganut sistem hukum Anglo-

Saxon, seperti Amerika dan Inggris, cenderung memberikan 

penekanan pada saksi dan bukti tertulis sebagai pelengkap dari 

keterangan saksi. Di sisi lain, negara-negara yang menganut sistem 

hukum Eropa Kontinental, seperti Belanda dan Perancis, lebih 

mengutamakan penggunaan alat bukti tertulis dalam persidangan. 

Indonesia, yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, 

dipengaruhi oleh hukum Belanda karena masa penjajahan. Hukum 

Perdata Indonesia, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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antara individu atau badan hukum di masyarakat dengan fokus pada 

kepentingan perseorangan atau badan hukum. Unsur-unsur dari 

definisi Hukum Perdata melibatkan: 

1. Adanya prinsip-prinsip hukum; 

2. Regulasi hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan 

subjek hukum lainnya; dan  

3. Ruang lingkup hukum perdata mencakup hukum individu, hukum 

keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta 

hukum pembuktian dan preskripsi. 

 

 

 

********** 
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BAB 2  

PENGERTIAN, SUMBER 

HUKUM, DAN PEMBAGIAN 

HUKUM PERDATA 
 

 

Anik Iftitah, S.H., M.H. 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar 

 

 

 

Pengertian Hukum Perdata 
Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor 

Djoyodiguno sebagai terjemahan dari "burgerlijk recht". Selain istilah 

itu, sinonim Hukum Perdata adalah "civierech" dan "privatrecht" (HS, 

2002). Dilihat dari ruang lingkupnya, istilah Hukum Perdata dalam 

arti luas meliputi hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok 

yang mengatur kepentingan perseorangan.  

Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada 

juga yang menggunakan istilah hukum sipil untuk hukum privat 

materiil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan 

dari militer. Istilah Hukum Perdata, dalam arti yang sempit, menjadi 

lawan hukum dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar 

Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di 

negara Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, 

Hukum Pidana (Sipil) maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara 

Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta susunan dan kekuasaan 

pengadilan (Kotijah, Siti. Kuspraningrum, 2022). 

Istilah perdata pertama kali diterima secara resmi dan 

dicantumkan dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu: 
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1. Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 144 

ayat (1), Pasal 156 ayat (1), dan Pasal 158 ayat (1). 

2. UUDS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1), 

dan Pasal 106 ayat (3) (Bagenda et al., 2023). 

 

Hukum Perdata mengatur dan menentukan pergaulan 

masyarakat dalam menentukan hak dan kewajiban antar sesama. 

Tolak ukur Hukum Perdata menurut Sudikno Mertokusumo berbeda 

dengan hukum publik, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.1: Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Perdata 

 
Sumber: Bahan Hukum Primer, 2023 

 

Hukum Perdata dalam konteks yang lebih umum adalah materi 

hukum yang mencakup Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (WvK), dan berbagai Undang-Undang Tambahan 

Lainnya. Hukum Perdata ini merangkum seluruh hukum privat 

materiil, yang merupakan kerangka hukum fundamental yang 

mengatur kepentingan individu (Subekti, 1996). Dalam arti yang lebih 

terbatas, Hukum Perdata mencakup Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (BW) dan kadang-kadang dianggap sebagai lawan dari hukum 

dagang. Menurut Soedawi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata dalam 

arti luas mencakup hukum dagang (Sofwan., 1980). 
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Pendahuluan 
Luasnya definisi hukum hingga tidak ada satupun jawaban yang 

sempurna tentang definisi hukum, termasuk jawaban para sarjana 

hukum, yang belum mampu memberikan rumusan definisi hukum 

yang memuaskan semua pihak. Namun demikian untuk memudahkan 

dan memberikan pegangan bagi mereka yang belajar Ilmu Hukum, 

para ahli hukum berusaha membuat batasan-batasan tentang definisi 

hukum.  

Hukum, sebagai suatu konsep yang kompleks, dapat dipahami 

melalui batasan-batasan yang diuraikan oleh para pakar hukum. 

Menurut Utrecht, hukum dapat diartikan sebagai kumpulan petunjuk 

hidup yang berisi perintah atau larangan (Utrecht, 1956). Simorangkir 

menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan-peraturan yang 

bersifat memaksa (Simorangkir et al., 1962). Pendapat lain dari 

Rahardjo mengemukakan bahwa hukum adalah karya manusia 

berupa norma-norma yang mengandung petunjuk tingkah laku 

(Rahardjo, 1991). Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo memberikan 

definisi hukum sebagai ketentuan atau pedoman mengenai apa yang 

seyogyanya atau seharusnya dilakukan (Mertokusumo, 1996). 

Dengan merangkum definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa hukum memiliki unsur-unsur tertentu. Hukum mencakup 

subyek hukum, obyek hukum, perbuatan hukum, dan peristiwa 

hukum. Subyek hukum merujuk pada sesuatu yang memiliki hak, 

berwenang, atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. 
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Penutup 
Walaupun manusia dan badan hukum memiliki kedudukan yang sama 

sebagai subjek hukum, terdapat perbedaan prinsipil di antara 

keduanya. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, 

perasaan, dan kehendak. Di sisi lain, badan hukum adalah hasil ciptaan 

manusia berdasarkan undang-undang dan diwakili oleh pengurusnya. 

Selain itu, manusia memiliki kelamin, dapat kawin, dan dapat beranak, 

sedangkan badan hukum tidak memiliki kelamin, tidak dapat kawin, 

dan tidak dapat beranak. Selain itu, manusia dapat menjadi ahli waris, 

sementara badan hukum tidak memiliki kemampuan tersebut. 
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Pendahuluan 
Sebelum mendalami materi bab ini, pemahaman terhadap pandangan 

para ahli mengenai hukum menjadi hal yang esensial. Dalam buku 

"Pengantar Ilmu Hukum" karya Tami Rusli, terdapat beragam definisi 

hukum, antara lain: 

1. E.M. Meyers, dalam buku "Algemene begrippen van het Burgerlijk 

Recht," menggambarkan hukum sebagai aturan-aturan yang 

mengandung pertimbangan kesusilaan. Aturan tersebut ditujukan 

untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan sebagai 

pedoman bagi penguasa negara. 

2. S.M. Amin, dalam buku "Bertamasya ke Alam Hukum," menyatakan 

bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan dengan sanksi-

sanksi dan norma. Tujuan hukum antara lain adalah menciptakan 

ketertiban dalam pergaulan manusia demi menjaga keamanan dan 

ketertiban. 

3. J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastro Pranoto, dalam buku 

"Pelajaran Hukum Indonesia," menyajikan hukum sebagai 

peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan perilaku 

manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh 

badan resmi yang berwenang, dan pelanggarannya berakibat pada 

tindakan hukum tertentu. 
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bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas 

intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-

kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh 

juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.” 

MK berpendapat Pasal 433 KUHPerdata harus diberikan 

penafsiran ulang dengan menyelaraskannya dengan semangat dalam 

Pasal 32 UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

Penafsiran ulang demikian bertujuan agar dapat dipastikan 

terwujudnya efek atau dampak upaya perlindungan hukum bagi 

penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual 

dengan tetap mempertahankan lembaga pengampuan yang ada dalam 

Pasal 433 KUH Perdata. 

Pengadilan harus cermat-hati-hati. Dalam pertimbangan lainnya, 

menurut Mahkamah, penghilangan atau penghapusan lembaga 

pengampuan dari Pasal 433 KUHPerdata justru dapat menjadi 

penyebab berkurangnya perlindungan hukum bagi orang atau subyek 

hukum yang mengalami kondisi "dungu", "sakit otak", dan "mata 

gelap" yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas mental 

dan/atau disabilitas intelektual. 

Dengan demikian, perubahan makna Pasal 433 KUHPerdata 

mengandung makna bahwa pengadilan negeri dalam mengadili 

permohonan penetapan pengampuan mempunyai pilihan yang lebih 

leluasa manakala berhadapan dengan fakta hukum adanya disabilitas 

mental dan/atau disabilitas intelektual pada seseorang. “Pengadilan 

negeri tidak lagi harus menetapkan seseorang dimaksud ditaruh di 

bawah pengampuan, pengadilan negeri dapat memutuskan 

mekanisme lain untuk membantu seseorang dengan disabilitas 

mental dan atau disabilitas intelektual terutama yang tidak permanen, 

misalnya menetapkan suatu pendampingan bagi yang bersangkutan." 
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Pendahuluan 
Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, telah menjamin hak konstitusional bagi 

seluruh warga negaranya untuk menjalani perkawinan yang sah 

dengan tujuan membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. 

Dalam konteks ini, juga dijamin hak anak untuk menjalani kehidupan 

yang layak, berkembang, dan tumbuh sesuai dengan hak asasi mereka. 

Selain itu, negara juga bertanggung jawab untuk memberikan 

perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan 

diskriminasi, sebagai komitmen untuk memastikan perlindungan hak-

hak fundamental anak dalam masyarakat. 

Adapun instrumen perlindungan hak tersebut telah diatur dalam 

hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan 

antar individu atau perorangan dalam masyarakat. Hukum Perdata 

umumnya mengatur mengenai hak dan kewajiban individu dalam 

hubungan sipil. Hukum Keluarga adalah cabang hukum yang 

mengatur hubungan antar anggota keluarga. Ini mencakup 

pernikahan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan perjanjian 

pranikah. Hukum Keluarga juga mempertimbangkan perlindungan 

hak-hak anak, hak-hak suami-istri, dan tanggung jawab finansial 

dalam konteks keluarga. Aspek hukum tentang Hukum Keluarga akan 

mencakup pemahaman tentang pernikahan, perceraian, dan segala 

atribusi yang terkait dengan hubungan keluarga. 
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130 juta rupiah. Dengan demikian, maka harta istri adalah 130 juta 

rupiah ditambah 100 juta rupiah (200 juta rupiah dibagi 2), menjadi 

230 juta rupiah. 

Sementara itu, perhitungan harta persatuan terbatas untung rugi 

dengan pengayaan ilustrasi contoh berikut. Jika kekayaan perusahaan 

senilai 600 juta rupiah, tetapi memiliki kewajiban berupa kredit bank 

sebesar 300 juta rupiah. Selain itu, gaji suami selaku direktur dan istri 

selaku bendahara perusahaan masing-masing adalah sebesar 75 juta 

rupiah dan 40 juta rupiah. Setelah mengurangkan kewajiban dan gaji, 

sisa harta perusahaan saat ini adalah 185 juta rupiah. Selain itu, suami 

dan istri masing-masing memiliki pendapatan individu, masing-

masing adalah sebesar 75 juta rupiah dan 40 juta rupiah, sehingga 

jumlah pendapatan mereka bersama-sama adalah 115 juta rupiah. 

Dalam konteks persatuan harta terbatas untung rugi, gabungan harta 

istri dan suami dan perusahaan adalah 300 juta rupiah. Perlu dicatat 

bahwa ada biaya rutin (RT) sebesar 100 juta rupiah yang perlu 

dipertimbangkan, sehingga sisa harta bersih yang dimiliki oleh istri 

dan suami saat ini adalah 200 juta rupiah.  

Materi perkuliahan ini merupakan pengembangan dari buku 

referensi dalam (Bagenda et al., 2023) yang disadur dari tacit 

knowledge para dosen pengajar S1 dalam perkuliahan Hukum Perdata 

dari berbagai fakultas hukum ternama di Indonesia. Akan tetapi, buku 

ini disajikan dengan kesadaran keterbatasan bahwa masih belum 

cukup menampung seluruh materinya dalam chapter buku ini. 
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Latar Belakang Hukum Waris di Indonesia  

Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda membagi 

penduduk Indonesia menjadi beberapa golongan berdasarkan 

Indische Staatsregeling (I.S) Pasal 163 ayat (2) dan Pasal 131. 

Golongan ini tunduk pada hukum yang berbeda, diatur oleh Staatsblad 

1919 No. 286 dan Staatsblad Hindia Belanda Tahun 1919 No. 621 

(Maman Suparman, 2018).  

Terdapat tiga golongan penduduk Indonesia saat itu, yaitu: 

1. Warga negara indonesia asli (Bumiputera) 

2. Warga negara Indonesia Timur Asing, yang terdiri dari: 

a. Timur asing keturunan Tionghoa 

b. Timur asing bukan keturunan Tionghoa (Arab, India dan lain-

lain) 

3. Warga negara Indonesia keturunan Eropa 

 

Adapun Hukum Warisyang berlaku bagi ke-3 golongan tersebut, 

adalah: 

1. Bagi orang-orang Indonesia asli (Bumiputera) pada pokoknya 

berlaku hukum adat yang berlaku di berbagai daerah yang 

disebabkan oleh berbagai faktor, bagi warga negara Indonesia asli 

yang beragama islam terdapat pengaruh nyata dari hukum islam 

atau penundukan diri secara sukarela kepada Hukum Perdata 

Barat (Burgerlijk Wetboek) berdasarkan Staatsblad 1917 No 12 jo. 

Staatsblad No 300 Tahun 1926.  
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Tinjauan Umum dan Pengertian Hukum Testamen 
Pasal 875 KUHPerdata menyatakan bahwa surat wasiat (testamen) 

adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang diinginkan atau 

terjadi setelah meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. 

Kepemilikan harta kekayaan menjadi faktor penting dalam kehidupan 

manusia, diatur secara komprehensif oleh hukum untuk memenuhi 

kebutuhan pribadi dan sosial. 

Sistem hukum yang berlaku menentukan kepemilikan harta, 

terutama bagi mereka yang terikat perkawinan. Di Indonesia, 

berbagai sistem hukum berlaku, seperti kewarisan perdata Eropa dan 

kewarisan adat, dipengaruhi oleh faktor seperti ras dan kepercayaan 

agama, terutama Islam. 

Dalam konteks pembagian warisan menurut KUHP, pembagian 

baru dapat dilakukan setelah kematian seseorang. Peralihan hak dan 

penguasaan atas harta peninggalan dapat menimbulkan sengketa di 

antara ahli waris. Aturan di KUHP mengenai siapa yang berhak 

menerima warisan biasanya didasarkan pada sikap ahli waris 

terhadap keuntungan dan kerugian. 

Hukum waris mengatur nasib harta kekayaan seseorang yang 

meninggal dunia. Dalam sistem hukum perdata, ahli waris dapat 

dibagi menjadi dua kategori: ab intestato (ahli waris melalui hubungan 

darah) dan testamentair (ahli waris melalui wasiat). 
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Dalam konteks pengangkatan waris atau pemberian hibah 

melalui surat wasiat tunggal bagi beberapa ahli waris, jika tidak 

disebutkan bagian masing-masing, maka secara implisit dianggap 

telah ditetapkan bagi mereka secara bersama-sama. Namun, 

Pentambahan (aanwas) hanya akan terjadi jika terdapat pewarisan 

bersama-sama (gezamenlijk), sesuai dengan ketentuan Pasal 1002 

ayat 2 KUHPerdata. 

Artinya, penambahan ini tidak berlaku secara otomatis, 

melainkan memerlukan kondisi pewarisan bersama-sama agar dapat 

diterapkan. Sehingga, jika ahli waris tidak mampu melaksanakan 

pewarisan dan tidak ada ketentuan pewarisan bersama-sama, maka 

penambahan (aanwas) tidak akan terjadi dalam konteks tersebut. 
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Pengertian Hukum Benda 
Hak-hak pribadi yang bersifat material sering menjadi subjek kasus 

litigasi. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) menyatakan bahwa subyek hukum dalam Hukum 

Perdata mencakup individu, badan hukum, serta benda hak yang 

dapat menjadi objek hak milik, baik berwujud maupun tidak 

berwujud. Dalam konteks Hukum Perdata, benda-benda tersebut 

merujuk pada segala hal yang dapat menjadi objek hak milik. 

Hukum benda mengacu pada kumpulan peraturan hukum yang 

mengatur hak-hak terkait kepemilikan dan pemakaian barang atau 

properti. Konsep hukum benda, yang berlaku dalam berbagai sistem 

hukum di seluruh dunia, mencakup prinsip-prinsip tentang 

kepemilikan, penggunaan, dan transfer barang antara individu atau 

entitas. 

Dalam Hukum Perdata, masalah benda diatur dalam Buku II BWI, 

yang berbeda dengan pandangan fisika di mana bulan dianggap 

sebagai benda. Namun, dalam konteks Hukum Perdata, bulan belum 

dapat dianggap sebagai benda. Sistem tertutup diterapkan untuk 

ketentuan hak milik Buku II BWI, yang berarti hak milik hanya dapat 

digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan tidak 

boleh melanggar aturan yang ada (A. Ahmad, 1986). 

Hukum harta benda juga bersifat wajib (command law), 

mengharuskan ketaatan tanpa adanya penyimpangan atau 

pembuatan aturan baru yang bertentangan dengan aturan yang telah 
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3. Hak Guna Usaha (Hak Guna Bangunan) 

Seseorang memiliki hak untuk memanfaatkan tanah milik orang 

lain selama jangka waktu tertentu dengan hak guna usaha. 

Perjanjian hak guna usaha dapat menjadi objek hak ini. 

4. Hak Pakai (Hak Pakai Atas Tanah Milik) 

Seseorang dengan hak pakai memiliki hak untuk menggunakan dan 

menikmati tanah yang dimiliki oleh orang lain selama jangka waktu 

tertentu. Tanah yang diberikan hak pakai dianggap sebagai objek 

hak tersebut. 

5. Hak Sewa (Penggunaan) 

Seorang penyewa dengan hak sewa memiliki hak untuk 

menggunakan properti yang disewakan oleh orang lain selama 

jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Properti yang 

disewakan dianggap sebagai objek hak sewa. 

6. Hak Reklamasi (Hak Pemegang Izin Usaha Pertambangan) 

Hak ini memberikan pemegang izin usaha pertambangan hak 

untuk mereklamasi tanah yang dihasilkan dari kegiatan 

pertambangan. Tanah yang direklamasi menjadi objek hak 

reklamasi. 

7. Hak Tanggungan (Hak Tanggungan Atas Tanah dan Bangunan) 

Dalam hubungan kredit dan pinjaman, hak tanggungan dapat 

digunakan sebagai jaminan atas tanah dan bangunan. 

8. Hak Atas Hasil Bumi (Hak Guna bangunan) 

Hak ini memberi pemilik hak untuk memanfaatkan hasil bumi dari 

tanah yang dimiliki oleh orang lain. Hak ini dapat dimasukkan ke 

dalam perjanjian atau transaksi. 

Perlu diingat bahwa definisi dan jenis hak kebendaan dapat 

berbeda-beda tergantung pada Hukum Perdata yang berlaku di suatu 

negara. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan peraturan dan 

peraturan yang berlaku di wilayah hukum yang bersangkutan. 

 

 

 

********** 
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Definisi dan Sumber Perikatan 
Buku ke III BW tentang Perikatan (Van Verbintenis) tidak memberikan 

definisi tentang apa yang dimaksud dengan perikatan itu sendiri. 

Namun justru diawali dengan Pasal 1233 KUHPerdata mengenai 

sumber perikatan yaitu perjanjian (Pasal 1313) dan undang-undang 

(Pasal 1352) (Hernoko, 2010). Dengan demikian perjanjian 

merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari 

undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan.  

Sumber perikatan yang berasal dari undang-undang terbagi 

menjadi perbuatan manusia (Pasal 1353) yang terdiri dari 

berlawanan hukum (onrechtsmatigedaad) (Pasal 1365) yaitu lahirnya 

suatu perikatan di luar dari kemauan kedua pihak. Dengan 

meletakkan kewajiban memberi ganti kerugian antara orang yang 

melakukan perbuatan melawan hukum kepada orang yang menderita 

kerugian karena perbuatan itu. Serta perbuatan manusia yang sesuai 

hukum yaitu Pasal 1354 (zaakwarneming), Pasal 1359 

(onverschuldigde betaling), pasal 1359 (2) (natuurlijk verbintenis). 

Sedangkan yang melulu undang-undang terbagi menjadi 3 macam hak 

alimentasi (Pasal 104 hak alimentasi suami-istri, Pasal 321 hak 

alimentasi orang tua-anak, Pasal 625 terkait perikatan yang 

berdampingan) KUHPerdata. 

Perikatan dalam praktik masyarakat sangat umum dan dominan. 

Menurut para ahli, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi 

dalam ranah harta kekayaan antara dua orang atau lebih. Dalam 
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merupakan sumber dari 

perikatan.  

5. Sifatnya abstrak  Sifatnya konkrit 

6. Subyek Perikatan :  

a. Kreditur (menerima prestasi) 

b. Debitur (melaksanakan prestasi) 

 

7. Obyek Perikatan:  

Prestasi (Pasal 1234 KUHPerdata) 

a. Berbuat Sesuatu  

b. Tidak Berbuat Sesuatu  

c. Menyerahkan Sesuatu  

 

8. Sumber Perikatan :  

a. Perjanjian (Pasal 1313 

KUHPerdata) 

b. Undang-Undang (Pasal 1352 

KUHPerdata)  

 

  

Sumber : Penulis, 2023 
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Definisi dan Ruang Lingkup Prestasi  
Pengertian perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH 

Perdata, adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan 

Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian 

mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. 

Ini berarti perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi satu 

orang kepada orang lain yang berhak atas pemenuhan prestasi 

tersebut. Dengan kata lain, dalam suatu perjanjian selalu ada dua 

pihak di mana pihak satu wajib memenuhi suatu prestasi dan pihak 

lain berhak atas prestasi tersebut. Perjanjian atau persetujuan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH-Perdata, hanya terjadi 

atas izin atau kehendak semua pihak yang terkait dengan persetujuan 

itu, yakni mereka yang mengadakan persetujuan atau perjanjian yang 

bersangkutan (Komar Andasasmita, 1990). 

Perjanjian memiliki unsur-unsur pembentuk, yaitu: 

1. Perbuatan Hukum 

Perbuatan yang menimbulkan akibat hukum atau perbuatan yang 

menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak 

lainnya. 

2. Kesepakatan/Konsensus 

Suatu perjanjian harus merupakan konsensus murni dan tidak 

terjadi karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. 
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mendapat keuntungan apabila debitur memenuhi prestasi sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

2. Debitur Wajib Membayar Ganti Rugi 

Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh debitur diatur dalam Pasal 

1243-1252 KUHPerdata. Menurut Pasal 1243, ganti rugi mencakup 

biaya, kerugian, dan bunga. Pasal 1246 menjelaskan bahwa ganti 

rugi terdiri dari kerugian yang sebenarnya diderita dan bunga atau 

keuntungan yang diharapkan. Kedua jenis kerugian tersebut harus 

merupakan "akibat langsung" dari wanprestasi, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdata.  

Persyaratan "akibat langsung" ini berkaitan dengan dua teori 

kausalitas, yaitu: 

a. Teori Conditio Sine Qua Non (Von Buri) 

Yang menyatakan bahwa setiap peristiwa penting dan 

menyebabkan terjadinya akibat. Namun, teori ini dianggap 

terlalu luas dan sulit untuk menentukan terjadinya akibat. 

b. Teori Adaequate Veroorzaking (Von Kries) 

Yang mengatakan bahwa akibat langsung adalah akibat yang 

dapat diharapkan atau diduga akan terjadi menurut 

pengalaman manusia yang normal (Djaja S. Melia, 2014). 

3. Beban Resiko Beralih ke Debitur 

Setelah terjadi wanprestasi, beban risiko kerugian beralih kepada 

debitur, kecuali jika terdapat kesengajaan atau kesalahan besar 

dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dapat bersikeras 

pada kondisi memaksa (Salim HS, 2001). 

4. Pembebasan Kreditur dari Kontraprestasi 

Jika perikatan timbal balik lahir dari perjanjian, kreditur dapat 

membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontraprestasi 

dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata (Salim HS, 2001). 

 

 

 

*********** 
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Pendahuluan 
Masyarakat pada hakikatnya merupakan himpunan dari berbagai 

macam hubungan antar anggotanya. Hubungan antar anggota 

masyarakat tersebut kemudian membentuk kehidupan masyarakat. 

Secara faktual, hubungan antar anggota masyarakat tersebut 

mengandung adanya berbagai macam kepentingan. Sementara itu, 

secara konseptual kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat 

diantaranya yakni untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai macam kepentingan antar anggota masyarakat yang dapat 

saja sewaktu-waktu saling berbenturan satu sama lain (Rahardjo, 

2014).  

 

Proses Penentuan Peristiwa Hukum 
Pada praktiknya, peran aktif hukum yaitu pada saat adanya suatu 

peristiwa konkret atau peristiwa hukum yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto 

Rahardjo, bahwasanya peristiwa hukum merupakan suatu kejadian 

dalam kehidupan masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan 

hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di 

dalam peraturan hukum tersebut secara aktif mengenai atau 

diimplementasikan pada kejadian atau peristiwa tersebut (Rahardjo, 
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2014). Untuk menggambarkan proses penentuan suatu peristiwa 

yang dikategorikan sebagai peristiwa hukum, kemudian Satjipto 

Rahardjo merumuskan suatu bagan yaitu sebagai berikut (Rahardjo, 

2014): 

 

 
Gambar 11.1 Proses Penentuan Peristiwa Hukum 

Sumber: Rahardjo, 2014 

 

Memperhatikan Gambar 11.1 di atas, dijelaskan lebih lanjut oleh 

Satjipto Rahardjo bahwasanya bila suatu peristiwa yang telah diukur 

dengan peraturan hukum dan kemudian menggerakkan ketentuan-

ketentuan yang ada di dalam peraturan hukum serta kemudian 

menimbulkan adanya kelanjutan-kelanjutan atau akibat hukum, maka 

kejadian atau peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum 

(rechtsfeit) (Rahardjo, 2014). Hal tersebut selaras dengan yang 

dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwasanya peristiwa 

hukum pada hakikatnya merupakan kejadian, keadaan atau perbuatan 

orang yang oleh hukum dihubungkan atau mempunyai relevansi 

dengan akibat hukum (rechtsgevolgen) (Mertokusumo, 2016).  
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Sistematisasi Peristiwa Hukum 
Secara faktual peristiwa hukum mempunyai jumlah yang cukup 

banyak dan beragam jenisnya sehingga perlu dilakukan sistematisasi. 

Adapun sistematisasi peristiwa hukum sebagaimana dimaksud 

tersebut digambarkan oleh Sudikno Mertokusumo dengan bagan 

sebagai berikut (Mertokusumo, 2016): 

 

 
Gambar 11.2: Sistematisasi Peristiwa Hukum 

Sumber: Mertokusumo, 2016 

 

Berdasarkan sistematisasi peristiwa hukum sebagaimana pada 

Gambar di atas, kemudian dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo yang 

disarikan sebagai berikut (Mertokusumo, 2016): 

1. Peristiwa Hukum yang Merupakan Perbuatan Subjek Hukum 

Dalam konteks ini, peristiwa hukum muncul karena adanya 

tindakan hukum atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh Subjek 

Hukum. 

a. Perbuatan Hukum oleh Subjek Hukum 

Perbuatan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek 

hukum untuk menyebabkan akibat hukum yang disengaja. 

Prinsipnya, akibat hukum tersebut ditentukan oleh hukum. 

Unsur-unsur dari perbuatan hukum termasuk keberlanjutan 
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Definisi dan Ruang Lingkup Keadaan Memaksa 
KUH Perdata secara tertulis tidak memberikan pengertian apa yang 

dimaksud dengan overmacht. Overmacht atau force majeure atau 

disebut juga keadaan memaksa. Pengaturan secara umum terdapat 

dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Buku III KUH Perdata sebagai 

berikut:  

1. Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: "Jika ada alasan untuk itu, si 

berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia 

tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada 

waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan 

karena suatu hal yang tak terduga, pun tak 

dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika 

itikad buruk tidak ada pada pihaknya".  

2. Pasal 1245 KUH Perdata mengatakan: "Tidaklah biaya, rugi dan 

bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau 

karena suatu kejadian yang tak disengaja, si berutang berhalangan 

memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena 

hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.” 

 

Adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur 

(Pasal 1244 KUH Perdata). Menurut Pasal 1245 KUH Perdata, dalam 

keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan 

karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.  

Wanprestasi karena keadaan memaksa ini dapat terjadi karena: 
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Perang saudara di Inggris menimbulkan perkara Paradine lawan 

Jane (1647). Penyewa rumah (Jane) diusir meninggalkan rumah 

sewaan selama perang saudara. Diputuskan pengadilan bahwa 

tergugat (Jane) masih harus membayar sewa sebab perjanjian tidak 

terhenti. Fakta bahwa tergugat Jane tidak dapat menikmati rumah 

tersebut karena peristiwa di luar kekuasaannya, bukan urusan pihak 

pemilik rumah (penggugat) dan tidak ada alasan untuk dimaafkan 

(Subekti, 2010). 

Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan "kefrustasian" terhadap 

maksud suatu perjanjian sehingga dapat juga menjadi suatu force 

majeure adalah terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepada para pihak dalam perjanjian, 

kejadian mana menyebabkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan 

terhadap mana perjanjian tersebut dibuat, sedangkan maksud 

pembuatan perjanjian (yang tidak tercapai) tersebut menjadi asumsi 

dasar untuk mana perjanjian tersebut dibuat. Dalam hal ini, sungguh 

pun perjanjian masih dapat dilanjutkan, tetapi tujuan dibuatnya 

perjanjian tersebut sudah tidak ada, sehingga pelaksanaan perjanjian 

tersebut menjadi tidak bermakna dan tidak berguna sama sekali.  

 Contohnya, seseorang melakukan perjanjian perjanjian 

sebuah rumah di suatu daerah karena alasan yang secara eksplisit 

telah disebutkan bahwa penyewa sudah ditugaskan secara resmi oleh 

perusahaannya ke daerah tersebut. Akan tetapi ketika rumah tersebut 

belum ditempati, terjadi pergantian pimpinan perusahaan tempat dia 

bekerja, sehingga pimpinan baru membatalkan penugasan tersebut 

dengan alasan tertentu. Karena itu, tujuan utama dari penyewaan 

rumah tersebut sudah hilang, sehingga tujuan dibuatnya perjanjian 

yang merupakan asumsi dasar dibuatnya perjanjian tersebut dalam 

keadaan frustasi, karena kejadian (keputusan atasannya) yang tidak 

terantisipasi, dan dengan demikian, perjanjian sewa menyewa rumah 

tersebut sudah tidak perlu lagi dilanjutkan. 
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Hukum Dagang dalam Kajian KUHD 
Hukum Dagang dalam Ilmu Hukum merupakan lex specialis dari 

hukum perdata, maka sumber hukum dari hukum dagang itu adalah 

Burgerlijk Wetboek (BW) dan juga peraturan perundang undangan 

lainnya yang berkaitan. Oleh karena itu hukum dagang dapat 

didefinisikan menjadi,  “serangkaian norma yang timbul khusus dalam 

dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Norma itu bersumber pada 

aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD) maupun luar kodifikasi”. 

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) mengatur mengenai perkumpulan orang-orang yang 

bertujuan menjalankan perusahaan dalam bentuk perserikatan 

perdata. Di sisi lain, Wetboek Van Koophandel atau Kitab Undang 

Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) mengatur mengenai 

Vennootschap Onder Firma (Persekutuan Firma/FA), Commanditaire 

Vennootschap (Persekutuan Komanditer/CV), dan Naamloze 

Vennootschap (Perseroan Terbatas/NV). 

Perubahan pada bab satu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD) mencakup perbedaan istilah hukum dagang. Undang-Undang 

Belanda pada tanggal 2 Juli 1934 menghapuskan bab satu dari KUHD, 

yang sebelumnya memuat pasal satu sampai dengan Pasal 5 mengenai 

pedagang dan perbuatan pedagang, dan menggantinya dengan istilah 

Perusahaan Dagang. 
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5. PT Perorangan wajib menyampaikan laporan keuangan kepada 

Menteri paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi, 

yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan 

catatan atas laporan keuangan. 

6. Untuk perpajakan, NPWP PT Perorangan diterbitkan otomatis 

setelah validasi NIK Direktur (pemilik usaha), dan terdapat tarif 

khusus UMKM sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018. 

7. Keuntungan PT Perorangan melibatkan pemisahan keuangan, 

akses khusus ke perbankan, pemisahan harta, dan partisipasi 

dalam tender pemerintah dan nonpemerintah. 

8. Perbedaan antara Perseroan Terbatas menurut UU Nomor 40 

Tahun 2007 dan PERPPU Cipta Kerja mencakup status badan 

hukum, pendirian berdasarkan perjanjian, dan opsi bentuk badan 

hukum perorangan. 

9. Pada pertemuan Asian-African Legal Consultative Organization di 

Bali, Kemenkumham akan merancang RUU terkait badan usaha, 

menandakan perkembangan regulasi yang mendukung kemajuan 

ekonomi dan kesejahteraan nasional. 
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Pendahuluan 
Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak aspek 

kehidupan yang harus dibenahi terutama dalam bidang 

perekonomian. Dalam menjalani kehidupan, manusia dihadapkan 

dengan berbagai macam  kebutuhan yang harus dipenuhi guna 

keberlangsungan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang 

beragam tersebut dicapai dengan melakukan berbagai kegiatan 

ekonomi. Ketika manusia dihadapkan dengan suatu kesulitan dalam 

pemenuhan kebutuhannya, salah satu cara yang dilakukan oleh 

sebagian orang ialah melakukan transaksi utang piutang atau pinjam 

meminjam uang.  

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat 

dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun 

yang timbul dikemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau 

undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila 

tidak memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat 

pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. 

Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, 

barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu 

memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya 

dari harta kekayaan debitur. Transaksi utang piutang merupakan 

hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak 
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Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena 

tidak  terpenuhinya  suatu  perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan  

apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, 

tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat 

dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya. Yang dimaksud 

kerugian dalam Pasal ini adalah kerugian yang timbul karena debitur 

melakukan wanprestasi  (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban  

ganti rugi   tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru 

efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai. 
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Definisi dan Ruang Lingkup  

Lelang merupakan proses penjualan barang yang terbuka untuk 

umum, dimana penawaran harga dapat dilakukan baik secara lisan 

maupun tertulis. Selama proses lelang, harga barang tersebut dapat 

naik atau turun seiring dengan penawaran yang diterima, dengan 

tujuan mencapai harga tertinggi (Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan 

RI NO 27 Tahun 2016). Selain itu, Pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang 

merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh Belanda 

menyebutkan: “penjualan umum lelang adalah penjualan barang-

barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang 

meningkat atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau 

kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu 

mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut 

serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga 

yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup” 

(Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah pada Stbl. 1940 Nomor 

56)(Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27, 2016) 

Lelang melibatkan komponen-komponen yang mencakup konsep 

jual beli, yang mencakup keberadaan subjek hukum, yaitu penjual dan 

pembeli. Dalam proses ini, terjadi kesepakatan antara keduanya 

terkait harga dan barang yang akan diperdagangkan, serta timbulnya 

hak dan kewajiban di antara keduanya. Inti dari lelang dan jual beli 

adalah penyerahan barang dan pembayaran harga. Meskipun lelang 

memiliki ciri khusus yang diatur oleh Vendu Reglement, dasar hukum 
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k. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang, termasuk 

aturan dan ketentuan yang berlaku. 

2. Bagian Badan Risalah Lelang Minimal Harus Berisi: 

a. Jumlah penawaran lelang yang masuk dan dianggap sah. 

b. Identifikasi barang yang dilelang, termasuk nama, merek, jenis, 

tipe, dan jumlahnya. 

c. Informasi mengenai pekerjaan dan lokasi pembeli, baik dalam 

nama pribadi maupun dalam situasi pembelian atas nama orang 

lain. 

d. Harga lelang yang tercatat dalam format numerik dan alfabet. 

e. Detail barang yang berhail terjual dan yang masih ditahan, 

termasuk nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang 

memberikan penawaran tertinggi. 

3. Bagian Kaki Risalah Lelang Minimal Memuat: 

a. jumlah barang yang diajukan/dilelang diungkapkan dalam 

bentuk kombinasi numerik dan alfabet. 

b. Jumlah barang yang berhasil terjual dicatat menggunakan 

kombinasi numerik dan alfabet. 

c. Total harga barang yang berhasil terjual dinyatakan dengan 

numerik dan alfabet. 

d. Total harga barang yang ditahan dijelaskan dengan numerik dan 

alfabet. 

e. Jumlah dokumen atau surat yang dilampirkan pada Risalah 

Lelang dijabarkan dalam bentuk numerik dan alfabet. 

f. Total perubahan atau ketiadaan perubahan dicatat dengan 

numerik dan alfabet. 

g. Tanda tangan Pejabat Lelang serta penjual atau kuasa pembeli, 

khususnya dalam lelang barang tidak bergerak. 
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Pengertian Lembaga Pembiayaan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan (PP Lembaga 

Pembiayaan) menyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan 

usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk 

penyediaan dana atau barang modal. Badan usaha yang melakukan 

pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal 

dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.  

Badan usaha yang diwajibkan bagi lembaga keuangan non bank 

ini yaitu bentuk perusahaan berbadan hukum yang mempunyai tujuan 

untuk memperoleh keuntungan. Berbeda dengan lembaga keuangan, 

lembaga pembiayaan lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan 

masyarakat umum baik itu berupa penyediaan sejumlah dana atau 

barang modal. Sedangkan jika lembaga keuangan bisa diartikan 

sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk simpanan kemudian menyalurkan dalam bentuk pinjaman 

atau kredit. Sedangkan perusahaan pembiayaan menurut pasal 1 ayat 

(2) PP Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa badan usaha yang 

khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, 

Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit. Perusahaan 

pembiayaan lain yang diatur juga dalam peraturan pemerintah 

tersebut yaitu perusahaan modal ventura (venture capital company) 

diatur dalam pasal 1 ayat (3) dan perusahaan pembiayaan 

infrastruktur diatur dalam pasal 1 ayat (4). 
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3. Mekanisme Transaksi Anjak Piutang 

Kegiatan pembiayaan factoring dapat dilakukan dalam beberapa 

mekanisme transaksi, diantaranya berdasarkan pemberitahuan 

dan risiko serta tanggung jawab dari klien. Klasifikasi risiko serta 

tanggung jawab dari klien yaitu resource factoring disebut 

perusahaan klien harus bertanggung jawab atas risiko kredit atas 

piutang yang dijual ke perusahaan factoring. Kemudian klasifikasi 

kedua yaitu without resource factoring maka perusahaan factoring 

yang akan bertanggung jawab terhadap risiko apabila customer 

tidak melunasi kewajiban pembayaran hutang karena 

ketidakmampuan nasabah tersebut. perusahaan anjak piutang 

dapat menekan risiko atas tidak dilunasinya  piutang oleh nasabah 

dalam jumlah yang telah disepakati akibat keadaan keuangan 

nasabah yang tidak memadai atau tidak mencukupi (Hidayat, 

2010). Kemudian dalam klasifikasi pemberitahuan dibagi menjadi 

dua yaitu disclosed factoring dengan memberitahukan pengalihan 

piutang kepada nasabah, dan undisclosed factoring yang tidak ada 

pemberitahuan kepada nasabah atas pengalihan piutangnya 

kepada perusahaan anjak piutang. 
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Pendahuluan 
Pembuktian dan daluwarsa merupakan peristiwa yang sering terjadi 

dan tidak dapat terpisah dari kehidupan manusia. Pembuktian dan 

Daluarsa diatur dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) sebagaimana dikenal dengan Burgerlijk Wetboek 

(B.W.). Sebenarnya pembuktian termasuk hukum acara (procesrecht) 

dan tidak termaktub dalam B.W. sebagaimana yang hanya mengatur 

sesuatu yang berkaitan dengan hukum materiil. Namun ada pendapat 

yang mengatakan bahwa hukum acara terbagi menjadi dua bagian 

yakni secara formil dan secara materiil. Sedangkan persoalan tentang 

pembuktian bisa masuk dalam kategori keduanya. Pendapat ini 

sebagaimana dikemukakan oleh pencetus undang-undang pada waktu 

B.W. dilahirkan. Bagi bangsa Indonesia pembuktian dalam hukum 

acara perdata telah terkandung dalam H.I.R. (Subekti, 2017) 

Daluwarsa yakni fasilitas hukum guna mendapatkan suatu 

ataupun sesuatu alibi agar dibebaskan dari sesuatu perikatan dengan 

lewatnya waktu tertentu serta dengan terpenuhinya persyaratan yang 

ditetapkan dalam undang- undang. Seorang tidak boleh membebaskan 

daluwarsa saat sebelum datang waktu, namun boleh membebaskan 

sesuatu daluwarsa yang sudah diperolehnya. 
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1. Daluwarsa Memperoleh atau Acquisitieve Verjaring 

Daluwarsa memperoleh adalah lewat waktu sebagai cara 

mendapatkan hak milik dari suatu benda. Untuk memperoleh hal 

ini ada syarat yang harus dipenuhi yakni harus ada itikad baik dari 

pihak yang memiliki kuasa atas benda tersebut.  

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1963 KUHPerdata yang 

pada pokoknya menjelaskan bahwa siapapun yang beritikad baik 

dengan berdasarkan hak yang sah, maka untuk memperoleh suatu 

benda tak bergerak, bunga ataupun piutang tidak harus dibayar 

atas tunjuk, memperoleh hak milik atas dirinya dengan jalan 

memperoleh daluwarsa dengan penguasaan selama dua puluh 

tahun. 

Pitlo membagi daluwarsa memperoleh ini menjadi dua bagian 

yakni (Mr. A Pitlo, 1986): 

a. Daluwarsa Translatif, seseorang yang mendapatkan hak 

kepunyaan (milik) yang hingga saat ini masih menjadi kuasa 

orang lain. 

b. Daluwarsa Konstitutif, hak baru yang didapatkan seseorang atas 

dasar kadaluarsa yang telah diperolehnya. 

2. Daluwarsa Membebaskan atau Extinctive Verjaring  

Yakni seseorang dapat bebas dari tuntutan hukum karena lewat 

waktu (verjaring). Begipula dalam Pasal 1948 KUHPerdata juga 

membagi pelepasan daluwarsa menjadi dua bagian yakni 

pelepasan secara terang-terangan dan pelepasan secara sembunyi-

sembunyi.(Putri Gracia Lempoy, 2017) Sedangkan pengaturan 

tentang sebab tercegahnya daluwarsa (Verjaring) diatur dalam 

KUHperdata mulai dari Pasal 1978 sampai dengan 1985 

KUHPerdata. 
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